SALINAN

PRESIDEN

REPLUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 105 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2015
TENTANG KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas

dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan

Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan menetapkan
Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral;

w

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang

Wakil Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 129) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 272);
Peraturan Preside‘n Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

S. Peraturan.. . .
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S. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2015
TENTANG KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL.

Pasal I

Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 Pasal, yakni
Pasal 1A dan Pasal 1 B sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1A

(1) Dalam melaksanakan tugas, Menteri dapat dibantu
oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan
Presiden.

(2) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri.

(3) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri
dalam memimpin penyelenggaraan urusan
Kementerian.

Pasal 18

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan
unsur pemimpin Kementerian.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Presiden ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 289

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA




